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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Wonodadi 

Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Renja) PD Kecamatan Wonodadi Tahun 2023. Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten 

Blitar Tahun 2023 dan capaian tahun berjalan 2024 merupakan bahan materi penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025 yang disusun 

dengan mengacu pada tema, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur serta 

isu-isu strategis Rancanga Teknokratis RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. 

Renja Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2025 memuat Kebijakan, 

Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2024. Dengan 

disusunnya Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Tahun 2025 

semoga dapat diimplementasikan sebaik - baiknya dalam menyusun perencanaan 

pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi 

penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada 

masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Akhirnya atas dukungan dan 

kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar- 

besarnya. 

Wonodadi, Agustus 2024 

CAMAT WONODADI 

IMAM SAFII., SH, MH 
Pembina Tk. I 

NIP. 197004041997031008 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD 

adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu 

tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 

secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis 

dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang 

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. 

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di 

Kantor Kecamatan Wonodadi secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, 

perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan 

sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun. 

Rencana Kerja Kecamatan Wonodadi membahas analisa kebutuhan kantor 

secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah 

kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan- 

kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat. Sesuai Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan 

tahapan: 

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi: (a) Penyusunan 

rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja 

Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan 

agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan 

informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. 

2. Penyusunan Rancangan 

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan 

rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah 
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tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja 

Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat 

Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD. 

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala 

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan 

dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam 

rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan 

kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. 

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, 

merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi 

rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. 

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam 

program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, 

kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. 

5. Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar 

menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah 

diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan 

dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. 

Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2024 menjabarkan 

rencana kegiatan Kecamatan Wonodadi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya 

mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 

tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja 

Kecamatan. 

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra 

Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil 

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. 

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian 

antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju 

yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra 

Perangkat Daerah. 

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil 

evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan 

bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam 

rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. 
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Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka 

arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian 

Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan 

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

 
1.2 LANDASAN HUKUM 

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

Rancangan Renja Kecamatan Wonodadi 2025 adalah: 

1.   Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur  ( Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 ) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota 

Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – 

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur  dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Baratdan Daerah Istimewa 

Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintaha Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia 

Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

9. Peraturan Presiden Nomor 59  Tahun  2017 tentang Pelaksanaan, Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136) ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 

Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – 

Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis 

dan Lintas Selatan (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225) 

11. Peraturan Presiden Npmor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10 ); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ; 

13. Peraturan Meteri Dalam Negeri No or 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2020 

Nomor 1781); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur  Tahun 2005 – 2025 ( 
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Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 ( 

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008  Nomor 10/E); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022No 

mor 3/D,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66); 

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ( Berita Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E); 

21. Peraturan Bupai Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah , Penelitiandan Pengembangan Kabupaten Blitar ( Berita Daerah Kabupaten 

Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D); 

22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2025( Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E). 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud 

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan 

Wonodadi Kabupaten Bitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi 

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra 

Perangkat Daerah. 

1.3.2 Tujuan 

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman: 

1) Pelaksanaan pelayanan perangkat; 

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan; 

3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. 
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1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Wonodadi Tahun 2025 adalah sebagai 

berikut; 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 
 

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 

2.4. Review terhadap Racangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

3.3 Program dan Kegiatan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

BAB V PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2023 

 
 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD 

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dalam 

melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/ kegiatan telah 

dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu 

ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023 sebagai berikut : 

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Indikator untuk program ini adalah nilai score SAKIP yang telah diperoleh, yaitu untuk 

Kecamatan Wonodadi adalah 54,00 dengan predikat score adalah  CC. 

Kegiatan pada program ini adalah: 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Pada kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 

99.30% atau sebesar Rp. 908.650,- dari pagu anggaran Rp 915.000,- 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang sudah tercapai 

sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 89,7% atau sebesar Rp. 

1.368.738.847,- sebesar Rp. dari pagu anggaran Rp. 1.527.600.240,- 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sudah tercapai 

sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 99,8% atau sebesar 

70.330.000,- dari pagu anggaran Rp. 70.460.000,- 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang sudah tercapai 

sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 99,8% atau sebesar 

112.895.650 dari pagu anggaran Rp. 113.045.350,- 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pada kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi 

keuangan 100 % atau sebesar Rp. 40.792.500,- dari pagu anggaran Rp. 

40.792.500,- 
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6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang 

sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi keuangan 96,5 % 

atau sebesar Rp. 88.912.912,- dari pagu anggaran Rp. 92.069.870,- 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah 

daerah yang sudah tercapai sampai tribulan IV dengan capaian realisasi 

keuangan 96% atau sebesar 261.984.030,- dari pagu anggaran Rp. 272.929.630,- 

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

Kegiatan program ini adalah: 

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat 

Kecamatan dengan target kinerja pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % 

sampai dengan tribulan IV tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp 1.297.500,- 

dengan capaian realisasi 87,28 % atau sebesar Rp. 1.132.500,-. 

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 

Indikator kegiatan ini adalah jumlah layanan yang dilaksanakan dengan target 

kinerja pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV 

tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp 1.050.000,- dengan capaian realisasi 100 

% atau sebesar Rp. 1.050.000,-. 

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

Indikator kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan dengan target kinerja pada 

tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2023 

dengan pagu anggaran Rp 2.400.000,- dengan capaian realisasi 100% atau 

sebesar Rp. 2.400.000,-. 

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Kegiatan Program ini adalah : 

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Indikator program ini adalah jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan 

Kelurahan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 10 kali dan tercapai dengan 

capaian kinerja 100%. Indikator kegiatan adalah jumlah koordinasi yang 

dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 9.115.000,- dengan capaian realisasi 

sampai tribulan IV adalah  100% atau sebesar Rp. 9.115.000,-. 

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Kegiatan program ini adalah : 

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 
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Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan dan koordinasi yang dilaksanakan 

dengan target kinerja pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 % sampai 

dengan tribulan IV tahun 2023 dengan pagu anggaran Rp 9.720.000 dengan 

capaian realisasi 96,29 % atau sebesar 9.360.000,-. 

2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah 

Indikator kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan fasilitasi penegakan perda dan 

perkada yang dilakukan dengan target kinerja pada tahun 2023 dengan capaian 

kinerja 100 % sampai dengan tribulan IV tahun 2023 dengan pagu 1.200.000,- 

dengan capaian realisasi 100%. 

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  

Kegiatannya: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 

Indikator program ini adalah jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat 

beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan dengan target kinerja tahun 

2023 sebesar 10 kali dan tercapai dengan capaian kinerja 100 %. Indikator kegiatan 

adalah jumlah koordinasi yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 20.712.400,- 

dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99,7 % atau sebesar Rp. 

20.630.000,- 

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Kegiatannya : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan 

pemerintahan desa. 

Indikator program adalah Jumlah peraturan perundang-undangan yang dibuat 

dengan capaian kinerja 100 %. Indikator kegiatan adalah jumlah rekomendasi, 

koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan. Pagu anggaran adalah Rp 

47.943.250,- dengan capaian realisasi sampai tribulan IV adalah 99% atau sebesar 

47.489.750,-. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan: 

1. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang 

direncanakan tidak ada. 

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja 

program/ kegiatan : 

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada 

Sebagai miniatur Pemerintah Daerah di wilayah, sudah seharusnya kualitas dan 

kuantitas SDM yang ada (harus) dipilihkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) 

berkualitas yang ada di Kabupaten Blitar. Kompleksnya berbagai pekerjaan di 

Kecamatan harus berbanding lurus dengan aparatur yang ada. 
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3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. 

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program 

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi adalah sebagai berikut: 

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra 

Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi tahun 2021-2026 berdampak positif yang 

menunjukkan keberhasilan kinerja selama periode Renstra. 

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra 

Perangkat Daerah Kecamatan Wonodadi berdampak rendahnya capaian kinerja 

selama periode Renstra sehingga perlu dilakukan evaluasi dan monev dan 

diperlukan tinjauan ulang terhadap target Renja periode tahun berikutnya. 

4. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk 

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut : 

a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang 

menangani kegiatan. 

b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan 

yang akan dilaksanakan di Kecamatan. 

c. Perlu adanya pengusulan penambahan personil pegawai di Kecamatan Wonodadi 

kepada Dinas Pengampu. 

Rincian evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra disajikan dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 2.1.1 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sd Tahun 2023 

Kabupaten Blitar 
Nama SKPD: Kecamatan Wonodadi Lembar : dari 
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Wonodadi, Januari 2023 

CAMAT WONODADI 

IMAM SAFII., SH., MH 
Pembina Tk I 

NIP. 197004041997031008 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan, ditetapkan tugas kecamatan adalah: 

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah, dan/atau 

Peraturan Bupati 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh 

Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan 

h. Melaksanakan urusan pemerintaan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan 

Sedangkan fungsi kecamatan adalah: 

a. Menyusun kebijakan teknis operasional Kecamatan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan; 

c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah; 

d. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintaan Desa dan Kelurahan; 

e. Pelaksanaan pelayanan publik; 

f. Penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati dan ; 

g. Pelaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati 

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan tersebut, Kecamatan Wonodadi 

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat untuk mengukur capaian 

kinerja perangkat daerah. Dikarenakan kecamatan merupakan perangkat daerah yang 

tidak mengampu pelayanan dasar sehingga indikator kinerjanya tidak terdapat dalam 

NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2008. IKU Kecamatan Wonodadi sebagai berikut: 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Penilaian IKM diatur dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Ada 9 unsur yang dinilai yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, 

produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana-prasarana dan 

penanganan pengaduan, saran dan masukan. Survei Kepuasan Masyarakat di 
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Kecamatan Wonodadi dilaksanakan setahun dua kali. Target hasil SKM tahun 2023 

adalah Baik. 

2. Persentase Peningkatan 

a. Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan 

pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. 

b. Persentase peningkatan desa/kelurahan dengan administrasi berkualitas baik 

 
 

Target kinerja IKU pada tahun 2023 sesuai dengan Rancangan Perubahan Renstra 

Kecamatan Wonodadi ditetapkan sebagai berikut: 



 

Tabel 2.2.1 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wonodadi 

Kabupaten Blitar 
 

 

 
No 

 
Indikator 

SPM/ 
Standart 
nasional 

 
IKK 

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi  

Catatan 
Analisa Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Indikator tujuan dan sasaran :            

 Indeks Kepuasan Masyarakat   83,44 85,24 87,14 88,24 83,44 85,24 87,14 88,24  

 Persentase keluhan masyarakat 
terhadap pelayanan kecamatan 
yang ditindaklanjuti 

  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 
Indeks Kesalehan Sosial 

  

82 (Baik) 84 (Baik) 
86 (Sangat 

Baik) 
88 (Sangat 

Baik) 
82,01 (Baik) 

86,49 
(Sangat 

Baik) 
87 87,5  

 Persentase penurunan 
pelanggaran trantibum di 
Wilayah Kecamatan 

  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 Predikat SAKIP Perangkat 
Daerah 

  
B B BB BB B  BB BB  

 Nilai SAKIP   65 69 75 79 69,74  75 79  

 Persentase desa yang memiliki 
administrasi baik 

  
80% 85% 90% 95% 80% 85% 90% 95%  

 Jumlah Bumdes yang dikelola 
dengan baik 

  
11 11 11 11 10 10 11 11  

    
         

2 
Indikator Program dan 
Kegiatan : 

  
         

2.1 
persentase desa/kelurahan 
dengan predikat IKM baik 

  
100 100 100 100 100 100 100 100  

 Jumlah koordinasi yang 
diselenggarakan di Tingkat 
Kecamatan 

  
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
4 

 

4 
 

4 
 

 Jumlah pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang 
dilaksanakan 

  
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
4 
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2.2 
Jumlah fasilitasi dan 
koordinasi yang dilaksanakan 

  
5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 Jumlah kegiatan yang 
dilaksanakan 

  
6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 Jumlah Koordinasi dan fasilitasi 
penegakan perda dan perkada 
yang dilakukan 

   

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
2.3 

Jumlah pembinaan kerukunan 
antar suku, umat  beragama, 
ras dan golongan lainnya yang 
dilakukan 

   
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 

 Jumlah koordinasi yang 
dselenggarakan 

  
6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 
2.4 

Rata-rata tingkat capaian 
kinerja kegiatan pada 
program penunjang urusan 
pemerintahan daerah 

   
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 Persentase dokumen 
Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah yang tepat waktu dan 
sesuai dengan peraturan 

   
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 

 Persentase Laporan 
Administrasi Keuangan 
perangkat daerah yang tepat 
waktu dan akuntabel 

   
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 Persentase ASN yang Mendapat 
Pelayanan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

   

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 Persentase administrasi umum 
yang dilaksanakan secara 
akuntabel 

   

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 Persentase Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah yang tepat 
sasaran 

   
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 Persentase Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 
yang disediakan tepat waktu 

   

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

 Persentase Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah dalam 
kondisi baik 

   
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 

2.5 
Jumlah Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 

  
5 5 5 5 5 5 5 5 
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 Kelurahan            

 Jumlah Koordinasi yang 
dilaksanakan 

  
11 11 11 11 11 11 11 11 

 

 Jumlah peraturan perundang- 
undangan desa yang dibuat 

  
20 20 20 20 24 24 20 20 

 

 Jumlah Rekomendasi dan 
koordinasi dan pengawasan 
yang dilaksanakan 

   

22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Uraian Tugas,dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan dapat disimpulkan tugas kecamatan adalah melaksanakan 

urusan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Dari uraian di atas tersebut dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi 

kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus 

memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik 

bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran 

yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu 

ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 

tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka 

diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. 

Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat 

penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Wonodadi. Hal ini disebabkan faktor- 

faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan 

tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif. 

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu 

keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Wonodadi. Dari hasil 

analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan 

sekitar 25 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 10 

(sepuluh) orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana 

juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk 

kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang 

kecil. 

Beberapa program kegiatan telah disesuaikan sehingga diperlukan penyesuaian 

target kinerja maupun output dan output spesifiknya. 

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan 

Kecamatan Wonodadi yaitu: 

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan 

mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati. 

2. Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi. 

3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi. 

4. Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan. 
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5. Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan 

Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah. 

6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali 

potensi SDA yang ada. 

7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk mengikuti perkembangan teknologi. 

Capaian kinerja tugas pokok dan fungsi kecamatan ini telah mendukung visi dan 

misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar yaitu Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur yang 

dijabarkan dalam misi ke-4 dan misi ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan. 

Kecamatan merupakan OPD yang tidak menerapkan pencapaian SPM karena 

merupakan OPD sebagai fungsi penunjang bidang pemerintahan urusan kewilayahan. 
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2.4 Review Terhadap Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari 

RPJMD yang memuat: 

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah 

2. Program prioritas pembangunan daerah dan 

3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai 

sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 mengacu pada 

Prioritas Pembangunan Nasional yaitu: 

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan 

berkeadilan 

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing 

3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 

4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin 

pemerataan 

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan 

pelayanan dasar 

6. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public 

7. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 

iklim. 

Disamping mengacu pada RPJMN Nasional, Penyusunan Dokumen Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan 2025 RPJMD 

Provinsi Jawa Timur yaitu Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat 

yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang 

partisipatoris inklusif melalui Kerja Bersama dan Gotong Royong. 

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan 

Provinsi Jawa Timur, maka Isu-isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Blitar sebagai 

berikut: 

1) Pentingnya pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan 

karakter terintegrasi dengan pendidikan formal. 

2) Tantangan untuk memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas kesehatan 

yang memuliki standarisasi tersertifikasi. 

3) Pentingnya percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga. 

4) Pentingnya pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan 

menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan 
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meningktkan PAD. 

5) Pentingnya keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana 

produksi pertanian dan industry olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan 

produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan 

daerah. 

6) Mengakselerasi pembangunan kawasan strategis dengan menyediakan 

infrastruktur penunjang aksessibilitas dan sarana prasarana dasar. 

7) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan 

dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana prasarana. 

8) Tantangan penyediaan infrastruktur dasar rumah layak huni, sanitasi layak, dan 

ketersediaan air bersih. 

9) Pentingnya mengintegrasikan treatmen pengentasan kemiskinan secara terpadu 

dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin. 

10) Keberpihakan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, 

difabel dan penyendang kesejahteraan social. 

11) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi 

12) Tantangan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis 

tekonologi informasi yang terintegrasi.  



 

Tabel 2.4.1 

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 
Kabupaten Blitar 

 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan  
Catatan 
Penting 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp. 000) 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana (Rp. 000) 

 
 
 
 

1 

 
 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 

Persentase 
dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
yang tepat waktu 
dan sesuai dengan 
peraturan 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

1,112,442 

 
 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 
 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 

Persentase dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 
yang tepat waktu dan 
sesuai dengan 
peraturan 

 
 
 
 

100% 
 

1,021,000 
 

 

 

 
2 

 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase 
Laporan 
Administrasi 
Keuangan 
perangkat daerah 
yang tepat waktu 
dan akuntabel 

 

 
100% 

 

 
1,681,226,600 

 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase Laporan 
Administrasi 
Keuangan perangkat 
daerah yang tepat 
waktu dan akuntabel 

 

 
100% 

1,544,858,314 

 

 
 
 

3 

 
 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase ASN 
yang Mendapat 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

 
 
 

100% 

 
 
 

98,440,000 

 
 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase ASN 
yang Mendapat 
Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

 
 
 

100% 98,440,000 

 

 

4 

 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase 
administrasi 
umum yang 
dilaksanakan 
secara akuntabel 

 

100% 

 

108,464,901 

 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase 
administrasi umum 
yang dilaksanakan 
secara akuntabel 

 

100% 
121,699,212 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan  
Catatan 
Penting 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp. 000) 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana (Rp. 000) 

5 

 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah yang tepat 
sasaran 

 
 
 

100% 

 
 
 

83,016,789 

 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
yang tepat sasaran 

 
 
 

100% 

 
 
 

102,730,200 

 

 
 
 

6 

 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
disediakan tepat 
waktu 

 
 
 

100% 

 
 
 

105,213,376 

 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah yang 
disediakan tepat 
waktu 

 
 
 

100% 

 
 
 

114,425,304 

 

 
 
 

7 

 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah dalam 
kondisi baik 

 
 
 

100% 

 
 
 

129,338,600 

 
Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Persentase Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah dalam 
kondisi baik 

 
 
 

100% 

 
 
 

239,017,528 

 

 
 

8 

Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah 
Koordinasi yang 
Diselenggarakan 
di Tingkat 
Kecamatan 

 
 

4 kali 

 
 

5,293,040 

Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Kegiatan 
Pemerintahan di 
Tingkat Kecamatan 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah Koordinasi 
yang 
Diselenggarakan di 
Tingkat Kecamatan 

 
 

4 kali 

 
 

3,798,040 

 

 
 

 
9 

Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah 
yang Ada di 
Kecamatan 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 
 

Jumlah Layanan 
yang 
Dilaksanakan 

 
 

 
90% 

 
 

 
5,293,040 

Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Tidak Dilaksanakan 
oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah 
yang Ada di 
Kecamatan 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 
 

Jumlah Layanan 
yang Dilaksanakan 

 
 

 
90% 

 
 

 
3,293040 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan  
Catatan 
Penting 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp. 000) 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana (Rp. 000) 

10 

Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah 
Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilaksanakan 

 
 

4 kali 

 
 

5,293,040 

Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada 
Camat 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah Pelaksanaan 
Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilaksanakan 

 
 

4 kali 

 
 

5,293,040 

 

 
11 

Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa 

Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah 
Koordinasi yang 
Dilaksanakan 

 
11 kali 

 
16,763,240 

Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa 

Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah Koordinasi 
yang Dilaksanakan 

 
11 kali 

 
8,766,904 

 

 
 

12 

Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga Tingkat 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

 
Jumlah 
Koordinasi yang 
Dilaksanakan 

 
 

11 kali 

 
 

121,615,200 

Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga Tingkat 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

 
Kecamatan 
Wonodadi 

 
Jumlah Koordinasi 
yang Dilaksanakan 

 
 

11 kali 

 
 

129,822,160 

 

 

 
13 

 
Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 
 

Jumlah Kegiatan 
yang 
Dilaksanakan 

 

 
4 kali 

 

 
12,299,376 

 
Koordinasi Upaya 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 
 

Jumlah Kegiatan 
yang Dilaksanakan 

 

 
4 kali 

 

 
9,294,376 

 

 

 
14 

Koordinasi 
Penerapan dan 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Kepala Daerah 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah 
Koordinasi dan 
Fasilitasi 
Penegakan 
Perda dan 
Perkada yang 
Dilakukan 

 

 
1 kali 

 

 
5,703,296 

Koordinasi 
Penerapan dan 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Kepala Daerah 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah Koordinasi 
dan Fasilitasi 
Penegakan Perda 
dan Perkada yang 
Dilakukan 

 

 
1 kali 

 

 
3,203,296 

 

 

 
15 

Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum Sesuai 
Penugasan Kepala 
Daerah 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 
Jumlah 
Koordinasi yang 
Diselenggarakan 

 

 
4 kali 

 

 
64,782,160 

Penyelenggaraan 
Urusan 
Pemerintahan 
Umum Sesuai 
Penugasan Kepala 
Daerah 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

 
Jumlah Koordinasi 
yang 
Diselenggarakan 

 

 
4 kali 

 

 
74,272,160 
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan  
Catatan 
Penting 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
(Rp. 000) 

 
Program/ Kegiatan 

 
Lokasi 

 
Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Kebutuhan 
Dana (Rp. 000) 

16 

Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah 
Rekomendasi, 
Koordinasi dan 
Pengawasan 
yang 
Dilaksanakan 

 

 
11 kali 

 

 
72,460,400 

Fasilitasi, 
Rekomendasi dan 
Koordinasi 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

 
 

Kecamatan 
Wonodadi 

Jumlah 
Rekomendasi, 
Koordinasi dan 
Pengawasan yang 
Dilaksanakan 

 

 
11 kali 43,468,240 
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2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan 

koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan 

melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari 

tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), 

Kecamatan sampai kabupaten.Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk 

menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD 

yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara 

Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah 

diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah 

ditentukan. 

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang 

efektifuntuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down 

sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan 

kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses 

pembangunan mulai dari membuat konsep,merencanakan, melaksanakan, mengawasi 

dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem 

Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut adalah usulan Program dan 

kegiatan yang disetujui pada Musrenbang tahun 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencana Kerja 2025 Kecamatan Wonodadi 
29 



 

Tabel 2.5.1 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 

Kabupaten Blitar 

No Prioritas Daerah Program Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Volume Pagu 
Perangkat Daerah 

Penanggungjawab 
KET 

1 PP1: Peningkatan 
Kualitas Pendidikan, 
Kesehatan dan 

Percepatan Pengentasan 
Kemiskinan 

Program Kawasan 
Permukiman 

Perbaikan RTLH Peningkatan kwalitas 
rumah masyarakat yang 
lebih layak 

Desa kolomayan 
Kec. Wonodadi 
Kab. Blitar 

1 Unit  -  Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Pemukiman, dan  

Pertanahan 

  

2 PP2 : Meningkatkan 
kapasitas SDM Pelaku 
Ekonomi dan Penguatan 

Pemberdayaan 
Masyarakat 

Pengelolaan 
Persampahan 

Pembinaan dan 
Pelatihan dalam 
rangka meningkatkan 

Pengelolaan Sampah 
Mandiri Pedesaan 

Peningkatan kepedulian 
masyarakat untuk 
pengelolaan sampah 

yang baik 

Jalan Imam 
Bonjol, Dusun 
Bakalan, Desa 

Wonodadi Kec. 
Wonodadi Kab. 
Blitar 

50 
Orang 

    
125,000,000  

Dinas Lingkungan Hidup 

  

  Pengembangan 

UMKM 

Pelatihan Digital 

Enterpreneur 

Pelatihan Digital 

Enterpreneur 

Dusun Krajan Rt 

04 Rw 04 Desa 
Kunir Kec 
Wonodadi Kab 

Blitar 

30 

Orang 

      

50,000,000  

Dinas Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah 

  

        Pengembangan 
UMKM 

Pelatihan Produksi 
Olahan 

Makanan/Minuman 

Pelatihan Produksi 
Olahan 

Makanan/Minuman 

Desa Jaten Kec 
Wonodadi Kab. 

Blitar 

30 
Orang 

      
50,000,000  

Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

  

        Pemenuhan Upaya 
Kesehatan 

Perorangan dan 
Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

Pelatihan Kader 
Asuhan Mandiri 

Pemanfaatan Toga 
dan Akupresur 

Pelatihan Kader Asuhan 
Mandiri Pemanfaatan 

Toga dan Akupresur 

Desa Wonodadi 
Kec. Wonodadi 

Kab. Blitar 

30 
Orang 

        
5,400,000  

Dinas Kesehatan 

  

        Program 
Pemberdayaan 

Lembaga 
Kemasyarakatan, 
Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum 
Adat 

Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 

Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan 

Peningkatan Kapasitas 
Lembaga 

Kemasyarakatan 
Desa/Kelurahan 

Jalan Imam 
Bonjol, Dusun 

Bakalan, Desa 
Wonodadi Kec. 
Wonodadi Kab. 

Blitar 

40 LKD         
7,500,000  

Dinas Permberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

  

3 PP3 : Meningkatkan 
Produktivitas Pelaku 
Ekonomi Lokal dan 

Penguatan Manajemen 
Distribusi Barang 

Program 
Penyediaan Dan 
Pengembangan 

Sarana Pertanian 

Pengadaan Alat dan 
Mesin Pertanian 
Handtraktor Rotary 

Tersedianya Alat dan 
Mesin Pertanian 
Handtraktor Rotary 

Dusun Cemandi 
Desa Kunir Kec 
Wonodadi Kab. 

Blitar 

1 Unit       
45,000,000  

Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian 

  

4 PP4 : Penguatan e-
Government dan 

Pelayanan Publik 

Program 
Administrasi 

Pemerintahan Desa 

Peningkatan 
Kapasitas Aparatur 

Desa 

Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Desa 

Jalan Imam 
Bonjol, Dusun 

Bakalan, Desa 
Wonodadi Kec 
Wonodadi Kab. 

Blitar 

20 
Orang 

      
90,000,000  

Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

  

R
e

n
ca

n
a

 K
e

rja
 2

0
2

5
  K

e
ca

m
a

ta
n

  W
o

n
o

d
a

d
i 

3
0

 



 

No Prioritas Daerah Program Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Volume Pagu 
Perangkat Daerah 
Penanggungjawab 

KET 

5 PP5 : Pemantapan 
Infrastruktur Ekonomi 

serta Daya Dukung 
Lingkungan Hidup 

Penyelenggaraan 
Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 
(LLAJ) 

Pengadaan dan 
pemasangan Alat 

Penerangan Jalan 

Tersedianya Alat 
Penerangan Jalan 

Sepanjang Jalan 
Soekarno Hatta, 

Dusun Gambar-
Dusun 
Wonodadi, Desa 

Wonodadi Kec. 
Wonodadi  Kab. 
Blitar 

1 Paket     
100,000,000  

Dinas Perhubungan 

  

       Program 
Penyelenggaraan 
Jalan 

Pemeliharaan Rutin 
Jalan/Peningkatan 
Jalan Hotmix 

Peningkatan Jalan 
Hotmix 

Dsn. Jengglik Rt 
01 Rw 03 Desa 
Salam Kec. 

Wonodadi Kab. 
Blitar 

500 m          
(No 

Ruas 2) 

    
400,000,000  

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

  

       Program 
Penyelenggaraan 

Jalan 

Pemeliharaan Rutin 
Jalan 

Perbaikan Jalan yang 
rusak dan berlubang 

Dsn. Rejosari 
RT 001 RW 001 

Desa Rejosari 
Kecamatan 
Wonodadi 

Kabupaten Blitar 
menuju Desa 
Salam, Kab. 

Blitar 

1000 m          
(No 

Ruas 1) 

    
800,000,000  

Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang 

  

       Program 

Penyelenggaraan 
Jalan 

Pemeliharaan Berkala 

Jalan 

Perbaikan Jalan yang 

rusak dan berlubang 

Dusun Wadang 

RT 01 Rw 06 
Desa Gandekan 
Kec. Wonodadi 

Kab. Blitar 

500 m          

(No 
Ruas 
12) 

    

400,000,000  

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 

  

        Program 

Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 

Pembangunan 

Saluran Drainase  

Pembangunan Saluran 

Drainase  

Desa Pikatan 

Kec. Wonodadi 
Kab. Blitar 

200 m          

(No 
Ruas 7) 

    

200,000,000  

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERA 

 

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi 

birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain: 

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan 

area perubahan: 

 Manajemen perubahan (mind set dan culture set) 

 Penguatan pengawasan 

 Penguatan akuntabilitas kinerja 

2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan : 

 Penataan dan penguatan organisasi 

 Penataan sumber daya manusia (SDM) 

3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan : 

 Penataan peraturan penundang-undangan 

 Penataan tatalaksana 

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan : 

 Peningkatan kualitas pelayanan publik 

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perlu 

ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya 

penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, 

perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang 

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik. 

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan 

perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya 

harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak 

memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut 

manajemen publik masa kini (new publik management) yang memiliki ciri bahwa 

kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada 

pelayanan yang “menyentuh hati” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang 

berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (shareholder) sehingga pelayanan 

lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan 

pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan 

publik berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. 
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Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap 

agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi 

kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari 

segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikdengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan 

bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas 

pelayanan publik khususnya di pelayanan yang brsifat administratif dimana pemerintah 

menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang 

terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan 

semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan 

efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa 

penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia. 

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010 – 2014 

dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola 

pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai 

dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, 

efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata 

kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajeman 

penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dariperencanaan, pelaksanaan 

dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan 

terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang 

berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya 

merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih 

akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang 

akan berakibat langsung padamenurunnya kualitas pelayanan publik serta 

menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

 
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau impelmentasi dari 

pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan 

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan pada 

Tahun 2023 adalah : 

1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat; 

2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa 
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3. Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan serta pemenuhan hak – hak azasi manusia 

Sasaran 

Sasaran adalah merupakan penjabaran dati tujuan organisasi yang akan 

dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan 

kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Wonodadi dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi organisasi adalah: 

1. Menciptakan pelayanan Publik yang mudah dan dan cepat untuk kesejahtraan 

masyarakat 

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kantor pendukung 

pelayanan 

3. Meningkatnya ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

danpembangunan 

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah 

5. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan 

dengan dukungan stakeholder 

 
3.3 Program dan Kegiatan 

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan 

tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Wonodadi maka dapat disimpulkan bahwa 

fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Wonodadi adalah penyediaan 

pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang 

efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Wonodadi agar dapat 

menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Wonodadi. 

Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh 

untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Wonodadi melakukan 

pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat 

untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan public 

sehungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam 

menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Wonodadi pada 

tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian 

visi dan misi kepala daerah yaitu “Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur ”. Di 

Tahun 2025 pada Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) Program 

dan 18 (Delapan Belas) Kegiatan. 
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Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang 

kan dilakukan adalah sebagai berikut: 

Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar adalah: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit 

Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

a Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

b Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Keluraan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

b. Koordinasi Penerapan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

Dari uraian di atas di atas maka rumusan program daerah pada tahun 2025 ialah 

1. Peningkatan fasilitas pelayanan di kecamatan 

2. Peningkatan Optimalisasi tehnologi informasi guna mendukung proses 

pelaksanaan tugas. 
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Berikut adalah tabel rencana program dan kegiatan Kecamatan Wonodadi Tahun 2025 
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Tabel 3.3.1 
Rumusan Rencana Program Kegiatan Kecamatan Wonodadi Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 

Kabupaten Blitar 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mengelola 6 Program, 16 

Kegiatan dan 35 Sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD. Seluruh 

program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 merupakan program, kegiatan dan 

subkegiatan baru sesuai dengan PMDN nomor 90 tahun 2019. Total pagu anggaran 2025 

senilai Rp. 2.503.402.814,00 

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Wonodadi 

Kabupaten Blitar pada tahun 2024 adalah : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu 

sebesar Rp 2.222.191.558,- dengan kegiatan sebagai berikut; 

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu 

anggaran Rp 1.021.000,- 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 

1.544.858.314,- 

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 

98.440.000,- 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp 121.699.212,00 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 

pagu anggaran Rp 102.730.200,- 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran 

Rp 114.425.304,- 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 

pagu anggaran Rp 239.017.528,- 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu Rp 

12.384.120,- dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 

dengan pagu anggaran Rp 3.798.040,- 

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan pagu anggaran Rp 3.293.040,- 

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan pagu 

anggaran Rp 5.293.040,- 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu Rp 138.378.440,- 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp 8.766.904,- 

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan dengan pagu Rp 129.882.160,- 
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4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan pagu Rp 12.497.672,- 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 

pagu anggaran Rp 9.294.376,- 

b. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah dengan pagu anggaran Rp 3.203.296,- 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu Rp 74.272.160,- 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah 

dengan pagu Rp. 74.272.160,- 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu Rp 43.468.240,- 

dengan kegiatan sebagai berikut: 

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa dengan pagu anggaran Rp 43.468.240,- 
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BAB V 

PENUTUP 

 
Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan 

pembangunan di tahun 2025, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang 

dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Wonodadi dan 

juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat 

penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Wonodadi tidak 

sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi 

terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi 

diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. 

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Wonodadi masih mengalami  hambatan-

hambatan diantaranya : 

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, 

sehingga tugas dibebankan seringkali overload; 

2. Perencanaan yang sudah di tetapkan Masih bisa berubah ketergantungan dari situasi 

kebutuhan yang ada; 

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran 

pelaksana tugas dan pelayanan; 

4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti 

bendahara pengeluaran, barang dan gaji; 

5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik. 

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Wonodadi, maka 

diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Wonodadi untuk 

mencapai hasil yang diinginkan antara lain : 

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada 

kenyataannya sulit untuk dipenuhi; 

2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam 

DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk 

menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK; 

3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) 

untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan 

manajemen publik yang berbasis IT; 

4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital. 
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Wonodadi, Agustus 2024 

CAMAT WONODADI 

IMAM SAFII., SH., MH 
Pembina Tk I 

NIP. 19700404 199703 1 008 

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Blitar. 
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